KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

kedinasan serta efisiensi komunikasi dan informasi
antarunit organisasi, perlu ditetapkan tata naskah dinas
pada Kementerian Agama,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
pada Kementerian Agama;

.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2964) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang

Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1630);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum
Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Menetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas pada
Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama
sebagaimana  dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi,
Satuan Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis pada
Kementerian Agama dalam menyelenggarakan tata naskah
dinas.



KETIGA

KEEMPAT

Tata naskah dinas yang telah ada di lingkungan
Kementerian Agama secara bertahap agar disesuaikan
dengan Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian
Agama paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini
ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat
Katolik

Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat
Hindu

Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat
Buddha

10.

Inspektorat Jenderal
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11.
Badan Penelitian dan
Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan

12.
Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi

13.
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota

14.

Kantor Urusan Agama
Kecamatan
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15.
Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keagamaan
16.
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
17.
Madrasah Aliyah Negeri
18.
Madrasah Tsanawiyah Negeri
19. Madrasah Ibtidaiyah Negeri
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20.
Asrama Haji Embarkasi
21.
Kantor Misi Haji Indonesia
22.
Perguruan Tinggi Keagamaan
Negeri
23.
Lajnah Pentasihan Mushaf
Al-Qur'an
24
Unit Percetakan Al-Qur’an

c. bentuk dan spesifikasi cap Kementerian Agama yang tidak diatur
dalam keputusan ini hendaknya memperhatikan aspek keserasian
dan estetika.
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BAB VII
BENTUK DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Bentuk dan Format Naskah Dinas Arahan
1) Susunan Surat Edaran, meliputi:
a. Kepala terdiri dari:

(1) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara dan
nama jabatan untuk pejabat negara (Menteri Agama) atau
lambang dan nama Kementerian Agama untuk bukan
pejabat negara, yang ditulis dengan huruf Kkapital,
diletakkan secara simetris;

(2) tulisan SURAT EDARAN, yang dicantumkan di bawah
lambang negara/lambang Kementerian Agama, ditulis
dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di
bawahnya secara simetris;

(3) kata TENTANG, yang dicantumkan di bawah frasa surat
edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(4) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b. Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:
(1) alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;

(2) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain
yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan

(3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap
mendesak.

c. Kaki
Bagian kaki surat edaran terdiri dari:
(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan
huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

(3) tanda tangan pejabat penanda tangan;

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan
huruf kapital; dan

(5) cap dinas.
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2) bentuk surat edaran yang ditandatangani oleh:
a. Menteri Agama

Lambang negara yang
telah dicetak
Daftar pejabat yang

menerima Surat

Yth. 1.
2. .
3. dan seterusnya;
Penomoran yang
SURAT EDARAN berurutan dalam satu
NOMOR ... TAHUN ... tahun takwin
TENTANG
(Nama Surat Edaran Menteri Agama)
Judul Surat Edaran
yang ditulis dengan
A.  Umum huruf kapital
Memuat alasan
B. Maksud dan Tujuan Z tentang perlu

.................................................................................................... d|tetapkannya Surat
Edaran

................................................................................................... Memuat ketentuan
peraturan perundang-

D. Dasar undangan yang menjadi
.................................................................................................... dasar dltetapkannya
Surat Edaran
E. ... dan seterusnya.

Memuat pemberltahuan
tentang hal tertentu
yang dianggap
mendesak

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

Kota sesuai dengan
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

alamat instansi dan

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Lengkap
Nama jabatan dan

Tembusan: nama lengkap yang
1. ditulis dengan huruf
2. kapital

3. dan seterusnya.

Daftar pejabat yang
menerima tembusan
Surat Edaran
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b. Pejabat Eselon | atas nama Menteri

Logo Kementerian

Agama yang telah
dicetak

N

Daftar pejabat yang
menerima Surat

Yth. 1.
2 .
. . Penomoran yang
3. dan seterusnya; berurutan dalam satu
SURAT EDARAN tahun takwin
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG Judul Surat Edaran
(Nama Surat Edaran Menteri Agama) yang ditulis dengan
huruf kapital
A Umum Memuat alasan
................................................................................................... tentang perlu

ditetapkannya Surat
Edaran

Memuat ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang menjadi
dasar ditetapkannya
Surat Edaran

Memuat pemberitahuan
tentang hal tertentu
yang dianggap
mendesak

E. ... dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Kota sesuai dengan

alamat instansi dan
tanggal

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
penandatanganan

SEKRETARIS JENDERAL,

Nama jabatan dan
nama lengkap yang
ditulis dengan huruf
kapital,serta nama
jabatan yang
menandatangani
dengan huruf awal
kanital.

tanda tangan dan cap Kementerian Agama
Nama Lengkap

Tembusan:
1.
2.

3. dan seterusnya.

— 7 N TN S AN

Daftar pejabat yang
menerima tembusan
Surat Edaran

3) Susunan Surat Tugas, meliputi:

a. Kepala terdiri dari:
1) kop naskah dinas;

2) kata SURAT TUGAS, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

3) NOMOR, yang berada di bawah tulisan Surat Tugas dengan
huruf kapital.
b. Batang Tubuh terdiri dari:

1) Konsiderans meliputi kata:

a) Menimbang memuat peraturan/dasar ditetapkannya
Surat Tugas; dan



2)
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b) Dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkannya
Surat Tugas, dasar memuat ketentuan yang dijadikan
landasan ditetapkannya Surat Tugas tersebut.

Diktum dimulai dengan kata memberi tugas, yang ditulis

dengan huruf awal kapital dicantumkan secara simetris,

diikuti dengan kata:

a) Kepada di tepi kiri memuat daftar nama dan jabatan
pegawai yang mendapat tugas; dan

b) Untuk di bawah kata kepada memuat substansi arahan
yang ditugaskan.

Kaki terdiri dari:

1)

2)

3)
4)

5)

Nama Tempat dan Tanggal memuat nama tempat dan
tanggal Surat Tugas;

Nama Jabatan memuat nama jabatan yang
menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital
pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca
koma;

Tanda Tangan memuat pejabat yang memberi menugasi;

Nama Lengkap memuat nama lengkap pejabat yang
menandatangani Surat Tugas, yang ditulis dengan huruf
awal kapital pada setiap awal unsurnya; dan

Cap memuat cap Kementerian Agama pada satuan
organisasi yang menandatangani.

Bentuk Surat Tugas yang ditandatangani oleh:

a. Pejabat Eselon |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Menimbang

Dasar

Kepada

SURAT TUGAS
NOMOR ..o
a. bahwa ..
b. bahwa ...;
C. ...dst.
S R
2. :
3. dst.
Memberi Tugas
S R
2. ...
3. ...dst.
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Untuk

.. dst.
Nama Tempat, Tanggal
Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama

Nama Lengkap

b. Pejabat Eselon Il atas nama Pejabat Eselon |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR .....ovvviiiviiiiiienannn.
Menimbang . a. bahwa ..;
b. bahwa ...;
C. ...dst.
Dasar S
2. ..
3. ...dst.
Memberi Tugas
Kepada Y I
2. ..
3. dst.
Untuk Y I
2. ;
3. dst.
Nama Tempat, Tanggal
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Ortala,
Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama
Nama Lengkap
Tembusan

Sekretaris Jenderal.
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c. Pejabat Eselon Il

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710

Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216

Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Menimbang

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT TUGAS
NOMOR ..o
a. bahwa ..
b. bahwa ...
C. ...dst.
1. ...
2. ...
3. ...dst.
Memberi Tugas
1.
2. ;
3. dst.
1. .
2. ;
3. dst.

Nama Tempat, Tanggal
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana,

Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama

Nama Lengkap

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Nota Dinas Korespondensi Intern

a. Susunan dan Bentuk Nota Dinas

1) Susunan Nota Dinas

a) Kepala Nota Dinas terdiri dari:

(1)
(2)

(3)
(4)

kop naskah dinas;

kata NOTA DINAS, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

kata NOMOR, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik;
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(5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital,
(6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea
pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.
c) Kaki

Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama
pejabat, dan tembusan (jika perlu).

2) Bentuk Nota Dinas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

NOTA DINAS

Yth

Dari

Hal
Tanggal

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Tembusan:
1.

2. ..

3. ..dst.

b. Susunan dan Bentuk Memorandum

1) Susunan Memorandum



Yth

Dari

Hal
Tanggal
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a) Kepala Memorandum terdiri dari:
(1) kop naskah dinas;

(2) kata MEMORANDUM, yang ditulis di tengah dengan
huruf kapital;

(3) kata NOMOR, yang ditulis di bawah kata Memorandum
dengan huruf kapital;

(4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital,
(6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

b) Batang Tubuh

Batang tubuh Memorandum terdiri dari alinea pembuka,
alinea isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas.

c) Kaki

Bagian kaki Memorandum terdiri dari tanda tangan dan
nama pejabat serta tembusan jika diperlukan.

2) Bentuk Memorandum Menteri dan pejabat lain yang ditunjuk
dalam lingkungan satuan organisasi/kerja sesuai dengan
tugas, wewenang, dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

a) Bentuk Memorandum Menteri

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM




Tanda Tangan

Nama Lengkap

Tembusan:
1.

2. ..

3. ..dst.

b) Bentuk Memorandum pejabat lain yang ditunjuk dalam
lingkungan satuan organisasi/kerja sesuai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

MEMORANDUM

Yth

Dari

Hal
Tanggal

Tanda Tangan

Nama Lengkap
Tembusan:
1.
2. ..
3. ..dst.
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas)
Susunan dan Bentuk Surat Dinas
a. Susunan Surat Dinas:

1) Kepala Surat Dinas terdiri dari:
(@) kop naskah dinas;

(b) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal, yang diketik dengan
huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah
dinas;

(c) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan
atas sejajar/sebaris dengan nomor;

(d) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama
jabatan yang dikirimi surat; dan

(e) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka,
isi, dan penutup.

3) Kaki
Bagian kaki Surat Dinas terdiri dari:

(@) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital,
diakhiri tanda baca koma;

(b) tanda tangan pejabat;

(c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis
dengan huruf awal kapital;

(d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan
ketentuan; dan

(e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima
(jika diperlukan).

b. Bentuk Surat Dinas Menteri Agama

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : (Tgl.,BIn., Thn.)
Sifat :

Lampiran

Hal
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Menteri Agama,

(Tanda Tangan dan Cap
Jabatan)

Nama Lengkap

Tembusan:
1. ...

2. ..

3. ...dst.

c. Bentuk Surat Dinas atas nama Menteri Agama

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : (Tgl.,BIn., Thn.)
Sifat :
Lampiran
Hal
Yth, (o
....................................... (Alinea Pembuka) ...........cccceiviieinns
....................................... (AliNnea ISi) ....c.viiiiiiii e,
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a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama

Nama Lengkap

Tembusan:
1. ..

2. ..

3. ..dst.

d. Bentuk Surat Dinas Pejabat Eselon |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor (Tgl.,BIn., Thn.)

Sifat
Lampiran
Hal

Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama

Nama Lengkap



-63 -

Tembusan:
1. ..

2. ..

3. ..dst.

e. Bentuk Surat Dinas atas nama Pejabat Eselon |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

(Tgl.,BIn., Thn.)

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
Yth, oo
....................................... (Alinea Pembuka) ..........cccooeviiiiini.
....................................... (AliNnea ISi) ....c.veviiiiiiii e,
....................................... (Alinea Penutup) .......coovevviiiiiiiineennn,
a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro Ortala
Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama
Nama Lengkap
Tembusan:
1. ...
2. ..
3. ..dst.

3. Susunan dan Bentuk Surat Undangan
1) Susunan Surat Undangan terdiri dari;

a) Kepala
Bagian kepala Surat Undangan terdiri dari:

(1) kop naskah dinas;
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(2) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal, yang diketik disebelah

kiri di bawah kop naskah dinas;

(3) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik
disebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan

(4) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, yang diikuti dengan
nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika
diperlukan).

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri dari:
(1) alinea pembuka,;

(2) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat,
dan acara; dan

(3) alinea penutup.
c) Kaki

Bagian kaki Surat Undangan terdiri dari nama jabatan yang
ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama
pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital.

2) Bentuk Surat Undangan yang ditandatangani Menteri Agama

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : (Tgl.,BIn., Thn.)
Sifat

Lampiran
Hal

Waktu T

Menteri Agama,
Tanda Tangan dan Cap Jabatan

Nama Lengkap
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3) Bentuk Surat Undangan Pejabat Eselon |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : (Tgl.,BIn., Thn.)
Sifat :

Lampiran

Hal

Yth. (daftar nama terlampir)

....................................... (Alinea Pembuka dan Isi) ...................
........................................................................................ pada
Hari, tanggal : .................. ) eeerrennnrn————
Waktu TP
Tempat
Acara I
....................................... (Alinea Penutup) ......cooviviiiiiiiiiie e,

Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan
dan Kementerian Agama

Nama Lengkap
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Lampiran Surat ....
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama

Nama Lengkap
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4) Bentuk Kartu Undangan

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/lbu/Saudara

pada acara
hari ........... , (tanggal) ......... , pukul WIB
bertempat di .......ccccoeveeieenennnnn
* Harap hadir 30 menit Pakaian
sebelum acara dimulai Laki-laki ...
dan undangan dibawa Perempuan: ................
* Konfirmasi: .............

4. Naskah Dinas Khusus
a. Susunan dan Bentuk Berita Acara terdiri dari:

1) Kepala Berita Acara terdiri dari:
(a) kop Naskah Dinas;
(b) kata BERITA ACARA ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan
(c) kata NOMOR ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

2) Batang tubuh
Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri dari:
(@) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan
para pihak yang membuat Berita Acara; dan
(b) substansi Berita Acara.

3) Kaki
Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan
penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan
para pihak dan para saksi/yang mengesahkan.
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b. Bentuk Berita Acara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

BERITA ACARA

NOMOR ....ovviiiiiiiiiiiiiieiiieeeen
Pada hari ini, ...... , tanggal ...... , bulan ..... , tahun ..... , kami masing-
masing:
1. ... (nama pejabat), ........ (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak
Pertama,
dan
2. .l (pihak lain)..................coceeeveeeee.., Selanjutnya  disebut Pihak

Kedua, telah melaksanakan

2. dan seterusnya.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan

Dibuat di .........cccviviiii
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Lengkap Nama Lengkap

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

Tanda tangan

Nama Lengkap.

c. Surat Keterangan
Susunan dan Bentuk Surat Keterangan terdiri dari:
1) Kepala Surat Keterangan terdiri dari:
(a) kop Naskah Dinas;

(b) kata SURAT KETERANGAN ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan
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(c) kata NOMOR ditulis dengan huruf kapital secara
simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Keterangan memuat pejabat yang
menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud
dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan.

3) Kaki

Bagian kaki Surat Keterangan memuat keterangan tempat,
tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan
nama pejabat yang membuat Surat Keterangan tersebut.
Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Bentuk Surat Keterangan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama ettt e e et ee et eareeee e enear e eaearreaneararas
NIP TR
Jabatan R

dengan ini menerangkan bahwa

Nama TP
NIP PP PPPPPPPPPPPRPPRTP
Pangkat/golongan : ...
Jabatan e e reeeeeeeeeeeeeee————— e aaaaaaeaarereons

Jakarta, .........ccoeeiiiii
Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda Tangan
dan Cap Kementerian Agama

Nama Lengkap
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BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama ini merupakan
acuan bagi Kementerian Agama pusat dan daerah dalam menyusun
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas sesuai dengan keperluan masing-masing.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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